
SALINAN 
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 

NOMOR 54 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 52 TAHUN 
2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 

DALAM RANGKA PENDIRIAN BANGUNAN DI KOTA SURABAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 76 
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Surabaya Nomor 6 Tahun 2013, telah ditetapkan Peraturan 
Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka 
Pendirian Bangunan di Kota Surabaya; 

b. bahwa dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan pelayanan
penerbitan Keterangan Rencana Kota agar dapat
dilaksanakan secara lebih optimal, efektif dan efisien, maka
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2017 tentang
Pedoman Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam
Rangka Pendirian Bangunan di Kota Surabaya sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Pendirian
Bangunan di Kota Surabaya.

WALIKOTA SURABAYA 
PROVINSI JAWA TIMUR
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan 
Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 
 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);  

 
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4247); 

 
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 
132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760): 

 
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 
 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5168); 
 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5188); 

 
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
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9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 
 

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 

 
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
12. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

 
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);  

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6628); 
 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641); 
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

 
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276); 

 
20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 
2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata 
Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1308);  
 

21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 02/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pemanfaatan Ruang di Dalam Bumi (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 268); 
 

22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang 
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2002 Nomor 1/E); 

 
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang 

Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 
Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 
7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang 
Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 
6); 
 

24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan 
Perindustrian (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 
1); 

 
25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang 

Penyerahan Prasarana, Perumahan dan Permukiman 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 7 
Tambahan   Lembaran   Daerah   Kota   Surabaya Nomor 5); 

 
26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang 

Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya (Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 2 Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Nomor 2); 
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27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 
2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 
10); 

 
28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2014 

tentang Hutan Kota (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 
2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Nomor 13); 

 
29. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat (Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5); 

 
30. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 
Nomor 22 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 
17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 
Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 
3); 

 
31. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Nomor 5); 

 
32. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Nomor 1); 

 
33. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam 
Rangka Pendirian Bangunan di Kota Surabaya (Berita Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 52); 

 
34. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi 
serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya (Berita Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 73) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 90 Tahun 
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya 
Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta 
Pertanahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2023 Nomor 90); 
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35. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2023 tentang 
Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Daerah Kepada 
Kecamatan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 
14); 
 

36. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang 
Perizinan dan Non Perizinan Di Kota Surabaya (Berita Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 52) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 
2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota 
Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non 
Perizinan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2023 Nomor 25). 

 
 
 
Menetapkan 

 
 
 
: 

 
MEMUTUSKAN: 

 
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 52 TAHUN 
2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGENDALIAN 
PEMANFAATAN RUANG DALAM RANGKA PENDIRIAN 
BANGUNAN DI KOTA SURABAYA. 
 

 Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 
Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pemanfaatan 
Ruang Dalam Rangka Pendirian Bangunan di Kota Surabaya (Berita 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 52) diubah sebagai 
berikut : 

 
1. Semua kalimat atau frasa : 

 
a. Surat Keterangan Rencana Kota/Keterangan Rencana Kota 

dibaca dan dimaknai sebagai Keterangan Rencana Kota. 
 

b. Zona peruntukan ruang dibaca dan dimaknai sebagai 
Penggunaan lahan. 

 
2. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Surabaya. 
 

2. Walikota adalah Walikota Surabaya. 
 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya. 
 

4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta 
Pertanahan adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya. 

 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya. 
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6. Pemohon adalah orang, kelompok orang, badan 
usaha/badan hukum atau, instansi, yang mengajukan 
permohonan KRK. 

 
7. Orang Asing yang selanjutnya disebut Warga Negara Asing 

adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia. 
 

8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut 
dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai 
satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain 
hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan 
hidupnya. 
 

9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 
 

10. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 
 

11. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat 
RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang 
wilayah Kota Surabaya yang dilengkap dengan peraturan 
zonasi kota. 
 

12. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk 
mewujudkan tertib tata ruang. 
 

13. Penggunaan lahan adalah fungsi dominan dengan 
ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, 
blok peruntukan, dan/atau persil. 

 
14. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan 

karakteristik spesifik. 
 

15. Zona peruntukan ruang adalah ketetapan guna fungsi ruang 
dalam lahan/lingkungan tertentu yang ditetapkan dalam 
rencana kota. 
 

16. Zona perumahan adalah peruntukan ruang yang terdiri atas 
kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan 
penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan 
fasilitasnya. 
 

17. Zona perdagangan/jasa komersial adalah peruntukan ruang 
yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang 
difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang 
bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta 
tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial 
pendukungnya. 
 

18. Zona fasilitas umum adalah peruntukan ruang yang 
dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang 
berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, 
olahraga dan rekreasi, serta perkantoran pemerintah 
dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk 
tunggal/renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan 
yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 
Surabaya. 
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19. Zona industri/gudang adalah peruntukan ruang yang 
dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan-kegiatan 
ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang 
setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan 
nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk 
kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri 
termasuk pergudangan sebagai penunjangnya. 
 

20. Zona militer adalah peruntukan ruang yang merupakan 
bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk 
menampung peruntukan-peruntukan khusus pertahanan 
keamanan. 
 

21. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat Zona 
RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, 
yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh 
tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah 
maupun yang sengaja ditanam. 
 

22. Ketentuan zona peruntukan ruang dan kegiatan/jenis 
kegiatan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan/atau 
jenis kegiatan dan peruntukan ruang yang diperbolehkan (I), 
bersyarat secara terbatas (T), bersyarat tertentu (B), dan 
tidak diperbolehkan (X) pada suatu zona. 

 
23. Kegiatan peruntukan ruang atau selanjutnya disebut 

dengan kegiatan adalah aktivitas manusia dan makhluk lain 
hidup, yang membutuhkan dan mempengaruhi fungsi ruang 
yang dibagi ke dalam rincian jenis kegiatan. 
 

24. Jenis kegiatan adalah rincian dari kegiatan yang 
pengelompokkannya mempertimbangkan karakteristik dan 
dampak terhadap ruang yang ditempatinya. 
 

25. Ketentuan Teknis adalah aturan-aturan teknis 
pembangunan yang ditetapkan berdasarkan 
peraturan/standar teknis yang berlaku serta berisi panduan 
yang terukur dan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan. 

 
26. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK 

adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan 
lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah 
pada lokasi tertentu. 
 

27. Klasifikasi kegiatan dan jenis kegiatan adalah suatu 
pedoman berupa matriks yang di dalamnya berisi tentang 
definisi/pengertian dan klasifikasi kegiatan serta jenis 
kegiatan. 
 

28. Rencana tapak (siteplan) adalah gambaran/peta rencana 
peletakan bangunan/kavling dengan segala unsur 
penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu. 
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29. Perencanaan ulang (replanning) adalah pekerjaan membuat 
perencanaan ulang baik terhadap seluruh lahan/kawasan 
maupun sebagian lahan/kawasan karena perubahan yang 
tidak bisa dihindarkan maupun alasan lain yang diajukan 
pemohon. 
 

30. Bangunan Sistem tunggal adalah bangunan yang harus 
memiliki jarak bebas dengan batas perpetakan atau batas 
pekarangan pada sisi depan, sisi samping dan/atau 
belakang. 
 

31. Bangunan Sistem deret/rapat adalah bangunan yang 
diperbolehkan rapat dengan batas perpetakan atau batas 
pekarangan pada sisi samping. 
 

32. Bangunan sistem blok adalah bangunan yang massa 
bangunannya memiliki struktur bangunan gedung 
dan/atau struktur bangunan bertingkat tinggi yang 
ruangan-ruangan di dalam gedungnya memungkinkan 
dimanfaatkan fungsi lain sebagai penunjang fungsi utama 
atau untuk fungsi campuran (mixed use). 
 

33. Garis  Sempadan  Pagar  yang  selanjutnya  disingkat GSP 
adalah ruang milik jalan berupa garis rencana jalan yang 
ditetapkan dalam rencana kota, yang terdiri dari ruang 
manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang 
manfaat jalan.  
 

34. Ruang milik jalan yang selanjutnya disingkat rumija adalah 
sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang 
masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi 
oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk 
memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan 
jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat 
jalan pada masa yang akan datang. 

 
35. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB 

adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan 
terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air 
kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi 
sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari 
bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang 
dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa 
bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan 
tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya 
(building line).  
 

36. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB 
adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh 
lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah 
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai 
rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan 
Lingkungan (RTBL).  
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37. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB 
adalah angka presentase perbandingan antara luas seluruh 
lantai Bangunan Gedung dan luas tanah 
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai 
rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan 
Lingkungan (RTBL).  

 
38. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH 

adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh 
ruang terbuka di luar bangunan gedung yang 
diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas 
tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai 
sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan 
Lingkungan (RTBL).  
 

39. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB 
adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak 
basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah 
perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan 
rencana tata bangunan dan lingkungan.  
 

40. Ketinggian Bangunan adalah tinggi suatu bangunan 
dinyatakan dalam meter yang dihitung mulai dari muka 
tanah sampai elemen tertinggi bangunan (seperti struktur 
atap, penangkal petir, dan lain-lain), kecuali pada bangunan 
yang tidak terpengaruh KKOP maka ketinggian bangunan 
dihitung dari muka tanah sampai dengan tinggi lantai 
bangunan (tanpa memperhitungkan struktur atap).  
 

41. Lantai bangunan adalah tinggi suatu bangunan dinyatakan 
dalam lantai dan diperhitungkan hanya untuk perumahan 
sistem tunggal/deret. 
 

42. Bangunan tinggi adalah bangunan yang memiliki jumlah 
lantai lebih dari 8 (delapan) lantai dan lebih dari 40 (empat 
puluh) meter. 
 

43. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas 
umum. 
 

44. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani 
angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, 
kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi 
secara berdaya guna. 
 

45. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani 
angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan 
jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan 
masuk dibatasi. 
 

46. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani 
angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, 
kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak 
dibatasi. 
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47. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi 
melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak 
dekat dan kecepatan rata-rata rendah. 
 

48. Tim Ahli Perencana adalah tim yang bertugas memberi 
pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam mengambil 
kebijakan terhadap perencanaan tata letak bangunan untuk 
bangunan sistem blok/superblok/Central Business District 
(CBD) dengan luas paling sedikit 3 ha (tiga hektar) atau 
ketinggian paling sedikit 20 (dua puluh) lantai atau 
bangunan yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi yang 
belum diatur dalam pedoman dan standar teknis. 
 

49. Tim Ahli Cagar Budaya selanjutnya disingkat TACB adalah 
kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang 
memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan 
rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan 
Cagar Budaya. 

 
 

3. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal baru 
yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 14A 

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian kegiatan agar 
pelaksanaan pembangunan selaras dengan peruntukan 
ruang yang telah ditetapkan dalam kegiatan rencana tata 
ruang wilayah daerah, Walikota berwenang menerbitkan 
KRK. 
 

(2) Walikota melimpahkan kewenangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas. 

 
(3) Jenis pelayanan KRK yang dilimpahkan Kewenangannya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : 
 

a. rumah tinggal; 
 

b. non rumah tinggal; dan 
 

c. kawasan. 
 

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 16 

(1) Untuk memperoleh SKRK/KRK sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14A, pemohon harus melampirkan persyaratan 
administrasi umum dan persyaratan khusus. 
 

(2) Persyaratan administrasi umum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), meliputi : 

 
a. dihapus; 
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b. NIK pemilik/pemohon bagi Warga Negara Indonesia atau 
Izin Tinggal Terbatas dan/atau Izin Tinggal Tetap bagi 
Warga Negara Asing atas nama badan hukum; 
 

c. akta pendirian dan/atau perubahannya dan telah 
mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau 
didaftarkan ke instansi yang berwenang bagi pemohon 
berbentuk badan hukum; 
 

d. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah berupa : 
 

1) sertifikat hak atas tanah; atau 
 

2) bukti penguasaan atas tanah antara lain : 
 

a) petok/letter C; 
 
b) girik; 
 
c) akta jual beli; 

 
d) ikatan jual beli disertai dengan tanda bukti lunas; 

atau 
 
e) bukti status penguasaan tanah lainnya yang 

dilengkapi dengan sketsa yang dibuat dan 
ditandatangani oleh pemohon, dengan diketahui 
Lurah setempat (secara kewilayahan) dan/atau 
peta bidang yang diterbitkan oleh Badan 
Pertanahan Nasional. 

 
e. Surat Kuasa disertai NIK penerima kuasa apabila 

permohonan dikuasakan; 
 

f. gambar sketsa persil yang ditandatangani oleh pemohon; 
 

g. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen 
disertai materai; 
 

h. dihapus. 
 

(3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf e hanya  diberikan  kepada  orang  yang memiliki 
hubungan keluarga/saudara atau hubungan 
staf/bawahan/kerja dengan pemohon izin, yang dibuktikan 
dengan : 

 

a. Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermaterai  yang 
menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki 
hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa 
diberikan kepada orang yang memiliki hubungan 
keluarga/saudara; atau 
 

b. surat keterangan bermaterai terkait status 
kepegawaian/ surat penempatan kerja, dalam hal kuasa 
diberikan kepada orang yang memiliki hubungan 
staf/bawahan/kerja. 
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(4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

 
5. Lampiran I A dan I B dihapus . 

 
6. Lampiran II dihapus. 

 
7. Lampiran III dihapus. 

 
8. Lampiran IV dihapus. 

 
 
 
Pasal II 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Surabaya. 

 
 

Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal 1 Juli 2024 

  
WALIKOTA SURABAYA, 

 
 ttd 
   

 ERI CAHYADI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diundangkan di ........... 
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Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 1 Juli 2024 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd 

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M. 
Pembina Utama Madya 

NIP 19690809 199501 1 002 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 55 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

Ditandatangani secara elektronik oleh : 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA 

Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. 
NIP. 197803072005011004 
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